PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A ( PP)
NOMOR 38 TAHUN 2006 (38/2006)
TENTANG

HAK KEUANGAN ADM NI STRATI F BAG KETUA, WAKI L KETUA DAN HAKI M
ANGEOTA MAHKAVAH KONSTI TUSI, SERTA MANTAN KETUA, WAKI L KETUA

DAN HAKI M ANGGOTA MAHKAVAH KONSTI TUSI BESERTA
JANDA/ DUDANYA

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :
a.

Mengi
1.

bahwa untuk nenunjang pel aksanaan tugas dan kewenangan
Mahkamah Konstitusi Republik 1ndonesia, perlu diatur Hak
Keuangan/ Administratif bagi Ketua, Wkil Ketua, dan Hakim
Anggot a Mahkamah Konstitusi, serta mantan Ketua, Wakil Ketua
dan Haki m Anggot a Mahkamah Konstitusi beserta Janda/ Dudanya;
bahwa Hak Keuangan/ Adm nistratif bagi Pejabat Negara pada
Lenbaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagai mana ditetapkan dal am
Undang- Undang Nonor 12 Tahun 1980 t ent ang Hak
Keuangan/ Adm ni strati f Pi npi nan dan Anggot a Lenbaga
Ter ti nggi/ Ti nggi Negara serta Bekas Pinpinan Lenbaga
Tertinggi/ Tlnggi Negara dan Bekas Anggota Lenbaga T1lnggi
Negara, belum nengatur Hak Keuangan/ Admnistratif Ketua,
Waki| Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, serta
mantan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah
Konstitusi beserta Janda/ Dudanya;

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud pada
huruf a dan huruf b perlu nenetapkan Peraturan Penerintah
tentang Hak Keuangan/ Adm nistratif bagi Ketua, Wkil Ketua
dan Haki m Anggota Mahkanah Konstitusi, serta nantan Ketua,
Waki| Ketua dan Haki m Anggota Mahkamah Konstitusi beserta
Janda/ Dudanya,;

ngat :

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945:

Undang- Undang Nonor 12 Tahun 1980 t ent ang Hak
Keuangan/ Adm ni strati f Pi npi nan dan Anggot a Lenbaga
Ter ti nggi/ Ti nggi Negara serta Bekas Pinpinan Lenbaga
Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lenbaga Tinggi
Negara, (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nonor
71, Tanbahan Lenbaran Negara Republik I ndonesia Nonor 3182);
Undang- Undang Nonor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konst |t usi
(Lenmbaran Negara Republik |Indonesia Tahun 2003 Nonor 98,
Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesia Nonor 4316);
Peraturan Penerintah Nonmor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok
Pi npi nan Lenbaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lenbaga
Ti nggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lenbaga Terti ngg
Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nonor
150) ;



MEMUTUSKAN :

Menet apkan:

PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG HAK KEUANGAN ADM NI STRATI F BAG
KETUA, WAKIL KETUA, DAN HAKI M ANGGOTA MAHKAMAH KONSTI TUSI, SERTA
MANTAN KETUA, WAKIL KETUA DAN HAKI M ANGGOTA MAHKAMAH KONSTI TUSI
BESERTA JANDA/ DUDANYA.

Pasal 1

Hak Keuangan/ Adm nistratif bagi Ketua, Wkil Ketua, dan Hakim
Anggot a Mahkanah Konst i t usi adal ah sama dengan Hak
Keuangan/ Adm ni stratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Haki m Anggot a
pada Mahkamah Agung sebagai nmana di atur dal am Undang- Undang Nonor
12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Adm nistratif Pinpinan dan
Anggota Lenbaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pinpinan
Lenbaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lenbaga Tingg

Negar a.

Pasal 2

Hak Keuangan/ Adm nistratif bagi mantan Ketua, Wakil Ketua dan
Haki m Anggota Mahkamah Konstltusl beserta Janda/Dudanya adal ah
sama dengan Hak Keuangan/ Administratif mantan Ketua, Wkil Ketua,
dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebagai mana diatur dal am
Undang- Undang Nonor 12 Tahun 1980.

Pasal 3

Gaj i pokok dan tunjangan jabatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Haki m
Anggot a Mahkamah Konstitusi adalah sama dengan gaji pokok dan
tunj angan jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Haki m Anggota Mahkanmah
Agung Republ 1k | ndonesi a.

Pasal 4

(1) Mantan Ketua, Wakil Ketua dan mantan Haki m Anggota Mahkamah
Konstitusl beserta Janda/Dudanya berhak menperoleh pensiun
ber dasar kan perat uran perundang- undangan.

(2) Pensiun sebagaimana dinaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan masa jabatan sanpat nencapai batas persentasi
pensi un maksi rum dengan nendahul ukan dasar pensiun yang
tertinggi.

Pasal 5
Gaji  pokok dan tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Haki m Anggota
Mahkamah Konstitusi yang mengucapkan sunpah/janji pada tanggal 16
Agust us 2003 di beri kan sej ak bul an Sept enber 2003.

Pasal 6

Pel aksanaan teknis Peraturan Penerintah ini yang berkaitan dengan



tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstltusl yang neni nbul kan beban
keuangan Negara ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal WMahkanmah
Konstitusi setelah nmendapat persetujuan dart Menteri Keuangan.
Pasal 7
Peraturan Penerintah ini nulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang nengetahui nya. nmener i nt ahkan pengundangan
Peraturan Penerintah ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran
Negara Republ ik I ndonesi a.
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